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BAB III
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
A. Pengertian Lembaga Negara Independen
Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas
memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga trias politica mengalami perkembangan
pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi,
seperti Amerika Serikat dan Perancis. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga-lembaga
baru tersebut, di antaranya adalah state auxiliary institutions atau stateauxiliary organs yang
apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ
negara penunjang1. Istilah “lembaga negara independen” merupakan yang paling umum
digunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya
terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaga
negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut. M. Laica Marzuki
cenderung mempertahankan istilah state auxiliaryinstitutions alih-alih “lembaga negara
independen” untuk menghindari kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah
lembaga negara konstitusional.
Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.Namun, tidak pula lembaga-lembaga tersebut dapat
diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering
disebut ornop (organisasi non-pemerintah) atau NGO (non-governmentm
alorganization).Lembaga negara independen ini sekilas memang menyerupai NGO karena
berada di luar struktur pemerintahan eksekutif.Akan tetapi, keberadaannya yangbersifat
1bid., h. 8.
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publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik,
membuatnya tidak dapat disebut sebagai NGO dalam arti sebenarnya2.Sebagian ahli tetap
mengelompokkan lembaga independensemacam ini dalam lingkup kekuasaaneksekutif,
namun terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang
keempatdalam kekuasaan pemerintahan, seperti dinyatakan olehYves Meny dan Andrew
Knapp berikut ini3.
Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which
has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to
as the ‘headless fourth branch’ of the government). It takes the form ofwhat are
generally known as Independent Regulatory Commissions.
Secara teoritis, lembaga negara independen bermula dari kehendak negara untuk
membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara,
diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan
lembaga negara independensebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat
ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh
masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.Munculnya
lembaga negara independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas
terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui
lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.
Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya lembaga negara independen adalah
terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-
2Ibid., h. 9.
3 Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy,
Germany, 3rd edition,(Oxford: Oxford University Press, 1998), h. 281.
tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen.
Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi
dua, yaitu:
(1) regulatory, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi terhadap
aktivitas hubungan yang bersifat privat; dan
(2) advisory, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah4.
Dalam perkembangannya, amat banyaknya jumlah lembaga independen semacam ini
dalam suatu negara dirasakan sebagai suatu permasalahan baru. Setidaknya ada sekitar lima
ratus quangos (quasiautonomousnon-governmental organization) di Inggris, lebih dari seratus
lembaga negara bantu di Perancis, dan sekitar 40.000 enti publicci di Italia.5
Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam Constitutional and Administrative Law,
menyebutkan lima alasan utama yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara bantu
dalam suatu pemerintahan, alasan-alasan itu adalah sebagai berikut6.
1. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budayadan pelayanan yang bersifat
personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik.
2. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat non-politik.
3. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti
profesi di bidang kedokteran dan hukum.
4. Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis.
4 John Alder, Constitutional and Administrative Law, (London: The Macmillan Press LTD, 1989), h.
232-233.
5 Meny dan Knapp, op. cit., h. 281-282
6 Alder, op. cit. , h. 225.
5. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semiyudisial dan berfungsi untuk
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution/ alternatif
penyelesaian sengketa).
Lembaga-lembaga yang berdiri dengan latar belakang di atas pun memiliki bentuk
yang bervariasi. Gerry Stoker, dalam analisisnya mengenai perkembangan lembaga negara
bantu atau yang ia sebut sebagai non-electedagency di Inggris, membagi bentuk lembaga
semacam ini menjadi beberapa jenis. Pembagian tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu
(1) berasal dari mana sumber daya untuk mengadakan dan melaksanakan lembaga itu;
dan
(2) bagaimana cara pengisian keanggotaan serta berasal dari mana anggota lembaga itu.
Atas kedua dasar tersebut, Stoker menyebutkan enam jenis lembaga sebagai
berikut.7
a. Central government’s ‘arm’s-length’ agency, yaitu lembaga yang penyediaan
sumber dayanya terutama berasal dari pemerintah pusat dan keanggotaannya
diisi atas perintah pemerintah pusat.
b. Local authority implementation agency, yaitu lembaga yang penyediaan sumber
dayanya terutama melalui pemerintah daerah/lokal dan pengisian
keanggotaannya menjadi wewenang pemerintah daerah/lokal.
c. Public/private partnership organisation, merupakan lembaga yang dibentuk atas
partisipasi badan-badan lain yang bersifat publik maupun privat. Anggotanya
adalah individu-individu yang berasal dari badan partisipan.
7 Gerry Stoker, The Politics of Local Government, 2nd edition, (London: The Macmillan Press LTD,
1991), h. 64-77.
d. User organisation, yaitu lembaga yang sumber dananya berasal dari sektor
publik dan komposisi anggotanyadidominasi oleh para pengguna jasa.
e. Inter-governmental forum, merupakan lembaga yang mewakili badan-badan di
sektor publik dan pendanaannya berasal dari badan-badan yang berpartisipasi
tersebut.
f. Joint boards, yaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah-pemerintah
daerah/lokal yang ingin berpartisipasi.
Independensi lembaga-lembaga negara bantu bervariasi antara satu lembaga dengan
lembaga lainnya, begitu pula hubungan kedudukan antarberbagai lembaga tersebut, semua
bergantung kepada dasar dan proses pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjadi
ruang lingkup kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada
daerah tertentu atau lokal. Sebagian besar lembaga semacam ini terlepas dari kekuasaan
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun beberapa di antaranya merupakan bagian dari
kekuasaan eksekutif seperti halnya di Inggris, sebagaimana diuraikan Alder berikut ini8.
Some ad hoc bodies are part of the Crown and therefore have the various Crown
immunities and also fall within the Official Secrets Acts. This depends firstly upon the
terms of any relevant statute and failing that upon the extent to which the Crown can
legally control the day-to-day activities of thebody.
Bagaimanapun bentuk dan derajat independensinya, pada hakikatnya, lembaga negara
bantu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelengaraan negara dengan dibentuk dan
diatur berdasarkan kebutuhan, apabila sudah tidak dibutuhkan maka tidak perlu lagi diadakan.
8Alder, op. cit., h. 232.
B. LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DI INDONESIA
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah terjadi
sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun
bukan merupakan satunya-satunya di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi
menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara
bantu merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Teori klasik trias politica
sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara9.
Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu
dalam struktur ketatanegaraan RI terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan terhadap
lembaga-lembaga negara berdasarkandasar pembentukannya. Pascaperubahan
konstitusi,Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga kelompok.Pertama,
lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah UUD Negara RI Tahun 1945
(constitutionallyentrusted power).Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah
undang-undang (legislativelyentrusted power).Dan ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas
dasar perintah keputusan presiden10.
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu Presiden
dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.Selain delapan lembaga
tersebut, masih terdapat beberapa lembaga yang juga disebut dalam UUD Negara RI Tahun
1945 namun kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi. Lembaga-
lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, komisi pemilihan
9Tanuredjo (b), loc. cit.
10Jimly Asshiddiqie (e), “Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tantangan
Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia,” (makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional
Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum
Indonesia, Jakarta, 7 September 2004), hal. 7.
umum, bank sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), dan dewan pertimbangan presiden. Satu hal yang perlu ditegaskan adalah
kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung dari konstitusi
tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana yang setara,
seimbang, serta independen satu sama lain11.
Berikutnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional (KRHN), paling tidak terdapat sepuluh lembaga negara yang dibentuk atas
dasar perintah undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindungan
Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan
Pendidikan12.Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga
negara dalam kelompok ini tidak bersifat permanen melainkan bergantung pada kebutuhan
negara.Misalnya, KPK dibentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga
yang sudah ada sebelumnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dianggap tidak maksimal atau
tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi.Apabila kelak, korupsi dapat diberantas
dengan efektif oleh kepolisian dan kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat ditinjau kembali13.
Sementara itu, lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara lain
adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi
Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim Nasional
11Arifin, loc. cit.
12 Arifin dkk.,op. cit., hal. 86-95.
13Asshiddiqie (b), op. cit., hal. 29.
(DMN), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN),
Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS), Dewan Buku
Nasional (DBN), serta lembaga-lembaga non-departemen14.Sejalan dengan lembaga-lembaga
negara pada kelompok kedua, lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini pun
bersifat sementara bergantung pada kebutuhan negara.
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut dalam
penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-lembaga negara
yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik
terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan
ketatanegaraan.Selain itu pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum
berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan
perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham
demokrasi di Indonesia.
Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu yang bersifat mandiri
dan independen di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting yang dapat diuraikan sebagai
berikut.15
1. Rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat
adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulit diberantas.
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk
di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.
14 Arifin dkk.,op. cit., hal. 96-104.
15Ibid., hal. 59-60.
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam melakukan tugas-
tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju demokrasi, baik karena
persoalan internal maupun persoalan eksternal.
4. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa
negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan, baik yang disebut
sebagai state auxiliary institutions/organs/agencies maupun institutional watchdog
(lembaga pengawas), yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena
lembaga-lembaga negara yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang harus
diperbaiki.
5. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-
lembaga negara tambahan tersebut sebagai prasyarat menuju demokratisasi.
Pembentukan lembaga-lembaga negara independen tersebut juga harus memiliki
landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas.Dengan demikian, keberadaannya dapat
membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem
ketatanegaraan pada khususnya16.Ni’matul Huda, mengutip Firmansyah Arifin, dkk.
DalamLembaga Negara dan Sengketa KewenanganAntarlembaga Negara, mengatakan
bahwa aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan
dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsipsebagai berikut17.
1. Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki
agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat
dibatasi.Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme
yang tetap.Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara independen
16Huda, op. cit., hal. 202.
17Ibid.
ditujukan untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme
agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin serta demokrasi dapat terjaga.
2. Prinsip checks and balances. Ketiadaan mekanisme checks and balances dalam
sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa
lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik pemerintahan
pada masa prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketiadaan
mekanisme saling kontrol antarcabang kekuasaan tersebut mengakibatkan
pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau
abuse of power. Prinsip checks andbalances menjadi roh bagi pembangunan dan
pengembangan demokrasi. Pembentukan organ-organ kelembagaan negara harus
bertolak dari kerangka dasar sistem UUD Negara RI Tahun 1945 untuk menciptakan
mekanisme checks and balances.
3. Prinsip integrasi. Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep
kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam
melaksanakan fungsinya.Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan
secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga
lain yang telah eksis. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak
integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antarlembaga yang
ada sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan18.
4. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara
ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar
warga negara yang diatur dalam konstitusi.Oleh karena itu, penyelenggaraan
pemerintahan serta pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus
18Ibid., hal. 202-203.
mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan
umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak
individu warga negara19.
Dalam proses transisi pemerintahan, di Indonesia telah lahir berbagai lembaga negara
tambahan seperti telah diuraikan di atas. Akan tetapi, berbeda dengan pembentukan state
auxiliary institutions di negara-negara lain, lembaga negara independen di Indonesia dibentuk
dengan proses yang tak seragam. Beberapa didirikan dengan dasar hukum undang-undang
(lembaga negara kelompok kedua), sementara sebagian lainnya dibentuk atas dasar perintah
keputusan presiden (lembaga negara kelompok ketiga). Bahkan, pada masa awal era
reformasi, ada pula lembaga negara independen yang berdiri atas amanat Ketetapan MPR,
seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), serta Surat Keputusan
Jaksa Agung, yaitu Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).
Namun dalam perjalanannya, karena berbagai sebab, kedua lembaga negara bantu tersebut
akhirnya dibubarkan.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang bertebarannya
lembaga-lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan RI bukanlah desain
konstitusional yang dapat menjadi payung hukum untuk mempertahankan eksistensinya
melainkan isu-isu insidental yang diharapkan dapat menjawab persoalan yang dihadapi.
Kenyataan ini setidaknya membawa dua akibat sebagai berikut. Pertama, legitimasi yuridis
bagi keberadaan lembaga-lembaga negara bantu itu sangat lemah sehingga senantiasa
menghadapi kendala dalam menjalankan kewenangannya. Kedua, lembaga-lembaga negara
indepnden itu berjalan secara sendiri-sendiri tanpa ada sistematika kerja yang sinergis dan
dapat mendukung satu sama lain, sehingga hasil kerja suatu lembaga negara independen
19Ibid., hal. 203.
seringkali kurang dirasakan manfaatnya oleh lembaga negara independen lainnya. Kedua hal
tersebut di atas akhirnya mengakibatkan efektivitas keberadaan lembaga negara independen
dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak sesuai dengan tujuan awal pembentukan
lembaga yang bersifat ekstraeksekutif, ekstralegislatif, dan ekstrayudikatif itu.
